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ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
vonis lebih ringan dan tuntutan jaksa penuntut umum?

2. Sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan vonis
lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-pninsip hukum,
terutama yang ada sangkut paut dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan
vonis lebih ringan dan tuntutan iaksa penuntut umum dalam proses perkara
pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis)
vang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji
hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (/ibrary research) dalam rangka mendapatkan data
sekunder Jengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional
dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti undang-undang. peraturan pemcrintah dan semua ketentuan
peraturan yang berlaku

b. Bahan hukum sekunder. yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat
para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan
dalam skripsi ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,
ensiklopedia dan lainnya

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data
primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak
terkait yakni Pengadilan Negeri Klas | A Palembang.



Teknik pengolahan data
Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data-
yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing
yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan,
kejelasan dan kebenarannya, schingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan
Analisa data
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk
mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat
deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan
menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang
bersifat umum.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpuikan sebagai berikut:
1. Dasar pertimbangn hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan dari
tuntutan jaksa penuntut tmum adalah:
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis
1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang bukti
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis:
1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa.
2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang memberikan vonis
lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalai: dapat berupa
sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
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BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau
secara formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), khususnva Bab XVI tentang
“Pemeriksaan di sidang pengadilan™.

Tahap pemeriksaan di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan
pendahuluan selesai. Pemeriksaan di sini dilandaskan pada sistem atau model
Accusatoir, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada Public
prosecutor yang harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan.
Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan
dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat
dakwaan.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari
penuntut umum. selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara
itu masuk wewenang pengadilan yang dilimpahkannya atau tidak. Setelah ketua
pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan,
maka berdasarkan Pasal 84 KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan
pengadilan negeri berwenang mengadili atau pengadilan negeri tidak berwenang

mengadili.
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Dengan melandaskan pada sistem atau model accusatoir, peradilan pidana
dilakukan secara terbuka di mana para pihak (terdakwa dan penuntut umum)
memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan
argumentasi dan berdebat. Pada dasarnya, dalam setiap tahap persidangan ini
semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan,
diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan pengujian
kembali ini dilaksanakan oleh hakim secara professional khusus untuk keperluan
tersebut. ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-
saksi, melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua
permasalahan yang relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu,
ia dapat mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang tidak secara formal
diajukan oleh para pihak.I

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam
Pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan,
pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan
jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim menyatakan “pemeriksaan
dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang menghantar persidangan ke tahap
musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.
Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat
musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat
dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

sidang pengadilan.

'Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1983,
him. 6



Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis
putusan pengadilan:
1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materiil
Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan
putusan akhir, yaitu:
a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk
memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring)
b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umurn
batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing)
¢. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara clch karena ada
perselisihan prejudisiel.
Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan
putusa akhir (eind vonnis), yaitu:
a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak)
b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan
hukuman (ontslag van alle rechtsvervolging)
¢. Putusan yang berisi pemidanaan (veroordeling).
Masalah yang seclalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan

hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan

*Ansorie Sabuan. Dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, him. 197



kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga
membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilari menjadi berkurang
dan masyarakatpun berpendapat bahwa di lembaga peradilan mempunyai suatu
prinsip “yang kuat yang memelihara dan KUHP (kasik uang habis perkara)”. ?

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan ini terjadi karena
tidak adanya kontrol terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian hakim,
schingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah
enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah
harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka
yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan
dapat ditegakan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum
karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga
adu kekuasaan.

Hal terscbut di atas, dapat saja terjadi, karena pada dasarnya hakim dalam
melakukan tugasnya, krang mengabdi kepada masyarakat, mengapa demikian,
karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait
erat dengan persoalan filsafat hukum. Oleh karena itu tugas hakim secara
kongkret adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya
adalah “meclakukan penafsiran terhadap realitas™, yang sering disebut sebagai
penemuan hukum. Karena pahamnya yang dilakukan terpaku kepada legalisme

belaka, akan dapat dikatakan tugasnya “kurang atau bahkan tidak pernah

*Yesmil Anwar dan Adang. Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen &
Pelaksanaannva Dalam Pencgakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung | 2009,
him. 219



mengabdi kepada masyarakat”, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas
sosial yang tengah terjadi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian hakim dalam
memberikan putusannya, hakim harus mcmberikan keputusan itu dengan rasa
tanggung jawab sepenuhnya sebagai secorang hakim yang jujur. tidak berpihak,
ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari
kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu
haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap
vang berkepentingan langsung. yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa,
tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus
menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-
wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari
kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknva.
sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan percdilan yang layak tidak
akan sia-sia belaka.”

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan nhakim dalam
menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pemidanaan.
Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan baliwa hakim dalam menjatuhkan
putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan vang bersifat yuridis

dibandingkan dengan pertimbangan non yurids.

‘MH Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Djambatan. Jakarta. 1992, him. 69
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Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan
penelitian lebih mendalam lagi dan hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan
yang berbentuk skripsi dengan judul: * DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN VONIS LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN JAKSA

PEUNTUT UMUM DALAM PROSES PERKARA PIDANA”™

B. permasalahan
Yang menjadi permasalahan adalah:
1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?
2. Sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap hakim yang menjatuhkan vonis

lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada  penelusuran
terhadap dasar pertimbangan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan
jaksa penuntut umum dalam proses perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan
menyinggung pula hal-ha! lain yang ada kaitannya.
Tujuan penelitian adalah:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan

jaksa penuntut umum



2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi apa yang dapat dikenakan
terhadap-hakim yang menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa
penuntut umum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan
diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,
khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang

dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian
Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum
terutama yang bersangkut paut dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan
vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam proses perkara
pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis)
yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.
Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data
sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan
cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan

peraturan yang berlaku



b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa,
pendapat para ahli maupun peneliti-terdahulu, yang sejalan dengan
permasalahan dalam skripsi ini

¢. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa,
ensiklopedia dan lainnya

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer,
dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni
Pengadilan Negeri Klas 1 A Pelmbang.

Teknik pengoiahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data
vang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan
editirg, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

Kelenpkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan

dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif vang dipergunakan untuk
mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat
deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan
menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang

. g 5
bersifat umum.’

5 oos i . . -
"Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
him. 129
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E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum -

Univesitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab.

Bab.

Bab.

Bab.

I.

I1.

I1.

IV.

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, inetode penelitian, dan sistematika penulisan
Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kinerja
hakim di Indonesia saat ini, fungsi dan kedudukan kejaksaan, tugas
dan wewenang kejaksaan dan pemberian putusan.

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan vang diteliti
mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lebih
ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga mengenai sanksi
terhadap hakim yang menjatukbkan vonis lebih ringan dari tuntutan
jaksa penuntut umum

Penutup. pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan

skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem
peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu tumpuan harapan dari
para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat,
dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk
mempertahankan kelangsungan hidup suatu masvarakat, dalam hal hakim
mempunyai suatu peranan penting dalam menegakan hukum pidana untuk
tercapainya suatu keadilan vang diharapkan dan dicita-citakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak
hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dan
masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim vang
yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Disamping itu juga karena
semakin kompleknya bentuk dari kejahatan yang terjadi yang belum ada
pengaturannya di dalam undang-undang hukum pidana sehingga apa yang
menjadi tujuan hukum pidana tidak tercapai dengan ruang lingkup sistem
peradilan pidana.®

Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan
hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan

kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga

membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang

*Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya
Bakti, Yogyakarta, 1993, him. 2
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dan masyarakat berpendapat bahwa dilembaga peradilan mempunyai suatu prinsip
“yang kuat yang memelihara dan KUHP (kasih uang habis pt:r]-;ara)“.7

Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi
karena tida adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim,
sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah
enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradiian adalah
harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka
yang mempunyai status secbagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan
dapat ditegakan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum
karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradlan berubah menjadi lembaga
adu kekuasaan.

Hal tersebut di atas, dapat saja terjadi karena pada dasarnya hakim dalam
melakukan tugasnya, kurang mengabdi kepada masyarakat, mengapa demikian,
karena pada dasarnya tugas hakim dalam penegakan hukum akan sangat berkait
erat dengan persoalan filsafat hukum, sebagaimana dikatakan Roscoe Pound
bahwa salah satu objek filsafat hukum adalah “The Application of law™. Atau
menurut Golding sebagai “The critical evaluation of laws and legal institution...
and the study of yudicial decision making™." Oleh karena itu tugas hakim secara
konkrit adalah mengadili perkara, yang pada dasarnya atau pada hakekatnya
adalah “melakukan penafsiran terhadap realitas™, yang sering disebut sebagai
penemuan hukum. Karena pahamnya vang dilakukan terpaku kepada legalisme

belaka, maka dapat dikatakan tugasnya kurang atau bahkan tidak pernah

"Yesmil Anwar dan Adang. Loc. Cit
*Ibid, him.219
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mengabdi kepada masyarakat, karena berbagai aktivitasnya jauh dari realitas

sosial yang tengah terjadi.

Apabila dilihat lebih jauh, maka penemuan hukum yang (khususnya)

dilakukan oleh hakim, maka dapatlah digambarkan sebagai berikut:’

1.

Apakah penemuan hukum hanya sekedar penerapan hukum semata
(rechistespassing), yakni memasukan atau mensubsumsi fakta
posita (premis minor) ke dalam peraturan/undang-undang (premis
mayor) secara silogisme formal, sebagaimana positivisme hukum,
karena didasarkan pandanan bahwa undang-undang sudah lengkap
dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis

Apakah penerapan hukum yang didasarkan kepada anggapan
bahwa undang-undang itu belum lengkap dan sempurna, akan
tetapi undang-undang itu dipandang memiliki ekspansi logis atau
jangkauan melebar menurut logika (logishce expansionskraft)
sebagaimana diajarkan Begiffsjurisprudenz dan
Konstruktionjurisprudenz.

Apakah penemuan hukum itu hanya menempatkan undang-undang
sebagai posisi sekunder dan sebagai kompas dan jiwa dan aspirasi
rakyat-hukum kebiasaan-digunakan sebagai sumber hukum yang
utama, sebagaimana dilakukan oleh aliran /nteressenjurisprudenz
atau aliran sejarah hukum atau aliran sosiologis

Apakah penemuan hukum mcrupakan penciptaan  hukum
(rechtsshepping) sebagaimana diajarkan oleh aliran hukum bebas.
Yakni bebas dari ikatan mutlak undang-undang

Atau penemuan hukum merupakan karya logis-rasionil sekaligus
etis-irasional, sebagaimana diajarkan oleh aliran sistemn hukum
terbuka.

Dari uraian di atas, maka dengan demikian hakim dalam memberikan

putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggung jawab

sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah

jabatan. ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan,

cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik.

“Soejono Koesoemo Sisworo, Tinjauan Sepintas Beberapa Aliran Filsafat Hukum Dalam
Relasi Dan Relevansinya Dengan Pembinaan Hukum Indonesia, Semarang, 1988
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Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu
haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja
terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntutan-penurtutan umum
dan si terdakwa , tetapi juga terhadap masyarakat umunya. Dengan
keputusannya itu hakim harus menunjukan bahwa ia tidak telah mengambil
keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugasan
kepadanya sebagai anggeta dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung
tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan
penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka.'’

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan
kehakiman di Indonesia itu, telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu
Undang-undang Dasar 1945 yang selanjuinya diimplementasikan dalam Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Independensi
diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara
lainnya (legeslatif maupun yudikatif) dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau
rekomendasi yang datang dari pihak-pthak extra judisiil, kecuali dalam hal-hal
yang diizinkan undang-undang.

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan. dalam
arti adanya kebebasan penub dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan
kehakiman, hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan
kekuasaan apapun, (2) bersih dan berintegrasi, dan (3) professional. Pada
hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat bawaan dari pada setiap peradilan."!

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu
haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. bukan saja terhadap

yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa,

tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus

MH. Tirtaamidjaja. Kedudukan Hakim dan Jaksa. Dimabatan, Jakarta, 1992 hlm. 69
"Absar Kartabrata, Akuntabilitas Hakim Dalam Mengemban Prinsip Kebebasan Hakim,
Artikel, Litigasi Fakultas Hukum Unpas, Bandung, him. |



menunjukan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang,
bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan
kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga
kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia
belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali
hukum tidak tertelis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang
yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, masyarakat bangsa dan negara dan untuk mencapai kepastian hukum. '

Hakim dalam rangka penegakan hukum harus mampu menyerasikan

hubungan milai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan periiaku
sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup karena sebagaimana pernah
dikemukakan oleh Soerjono Sockanto yang mengatakan bahwa:

Penegak hukum pada pokoknya merupakan kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan. dalam kaidah-kaidah yang mantap
dan perilaku sebgai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan
dernikian, maka sistem penegakan hukum yang baik menyangkut
penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah-kaidah, serta dengan perilaku
nyata bagi manusia."

Selanjutnya Satjipto Raharjo mengatakan bahwa: dengan berakhirnya
pembuatan hukum proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari
suatu perjalanan untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum

masih harus disusul oleh pelaksanaanya secara konkrit dalam kehidupan
.14
masyarakat sehari-hari.

“Eman Suparman, Kitab Undang-undang Peradilan Umum, Fokusmedia, Bandung,
2004, him. 84

“Soerjono Soekanto. Tata Cara Penvusunan Karva Tulis llmiah. Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983, him. 24

“Satjipto Raharjo, /lmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, him. 181
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Dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau
pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan diharapkan
memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan
demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana
itu sendiri. Akan tetapi tugas hakim tidak hanya sampai pada penjatuhan hukuman
saja, melainkan harus sampai pada pelaksanaan putusan itu. Putusan yang
diucapkan hakim di persidangan tidak bolch berbeda dengan yang ditulis, kalau
ternyata terdapat perbedaan maka yang sah adalah yang diucapkan.

Pada hakekatnya bahwa penegakan hukum melalui penemuan hukum
hakim merupakan salah satu fase dari hakekat perngamalan/pelaksnaan hukum.
Penemuan hukum bukanlah semata-maia susunan formal pyramidal norma-norma
tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran.
Penemuain hukum pada dasarnya terdiri dari dua bagian penting yaitu fase
heuristic (fase pencaharian/context of discovery) dan fase legitimasi (context of
Justification). Kekeringan ilmu pengetahuan dan ketandusan pengalaman dari
pengambil keputusan (hakim) yang lemah dapat menjadi upaya penegakan hukum
menyimpang dari relnya. Olch karena ini pembangunan hukum yaitu penegakan
hukum melaiui penemuan hukum hakim seyogyanya melihat jiwa zaman
(zeitgeist) dan mutlak membutuhkan sarana ilmu hukum serta filsafat hukum.

Hakim merupakan salah satu komponen dari empat komponen dalam
sistem peradilan pidana. di samping kepolisian, kejaksaan dan lembaga
pemasyarakatan, dan sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana

hakim diharapkan dapat berkerjasama dan dapat membentuk suatu “inregrared
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criminal justice system’” dengan komponen lainnya. Menurut Mardjone,"” sistem
peradilan pidana adalah: sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-
lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pada
kesempatan iain Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana
(criminal  justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi masalah kejahatan.

B. Kinerja Hakim di Indonesia Saat Ini

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
(Pasal 1 angka 8 KUHAP).

Hingga sekarang sudah merupakan kenyataan, bahwa hakim itu (terutama
hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) adalah hakim pengadilan
negeri dimana terhadap mereka itu berlaku semua peraturan tentang pegawai
negeri."’

Kinerja hakim di Indonesia saat ini selalu mengalami masa tidak stabil
(mengalami ujian) baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, di dalam
pengadilan sudah menjadi rahasia umum bahwa keadilan dapat di perjual belikan,

akibatnya di luar pengadilan terjadi bukan saja tentang rasa ketidak adilan yang

“Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspekiif Eksistensialisme  dan
Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996, him. 14
“Wantjik Saleh, Kehakiman Dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 44
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dirasakan para pencari keadilan melainkan juga timbul ke tidak percayaan
terhadap keputusan-keputusan hakim yang sering tidak kerpihak pada yang benar
dan lalu tidak memenuhi rasa keadilan bagai mereka yang mencari keadilan yang
sesungguhnya. Pada gilirannya para pencari keadilan merasa bahwa keadilan itu
hanya berpihak pada mereka yang berkuasa dan mempunyai jabatan tinggi,
akhirnya terjadilah pandangan negatif terhadap hakim di Indonesia.

Diatur dengan undang-undang dimaksudkan agar dalam menjalankan
tugas dan fungsinya hakim dapat menjaga kemandirian peradilan. Dalam
penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Kekuasaan
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam
undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Jaminan hidup bagi manusia yang menjalankan tugas sebagai hakim,
memang sangat penting, karena walaupun bagaimana baiknya peraturan
perundang-undangan tetapi apabila yang inenerapkannya tidak baik maka hasilnya
juga tidak akan baik, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum undang-
undang kekuasaan kehakiman, bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan
keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung pada manusia-manusia
pelaksananya, in causa hakim, untuk itu perlulah dalam undang-undang ini
dicantumkan syarat-syarat yang sementara harus dipenuhi oleh seorang hakim
yaitu: jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik

dari dalam maupun dari luar.
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Tidak dapat disangkal bahwa tugas hakim adalah berbeda dari tugas dan
kewenangan pembentuk undang-undang. Dapat dikatakan bahwa hakim
maupun pembentuk undang-undang keduanya menentukan atau menetapkan
hukum. Pembentuk undang-undang menetapkan hukum secara in abstracto,
yaitu merumuskan peraturan perundang-undangan secara umum, yang
berlaku bagi semua orang dan tunduk pada kekuasaan undang-undang,
sedangkan hakim sebaliknya yaitu menetapkan hukum secara in concreto.
Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum) kepada hal-hal
yang nyata, yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputuskan.'’

Hakim dalam proses peradilan pidana mempunyai hak dan kewajiban
untuk menyelidiki secara cermat segala sesvatu hal yang akan menjernihkan
perkara, baik yang timbul sebelum maupun sewaktu sidang. Untuk itu hakim
dapat meminta kepada tertuduh, juga kepada saksi-saksi penjelasan yang
dianggapnya perlu untuk memperoleh kejernihan itu. Cara hakim merumuskan
pertanyaan-pertanyaan baik terhadap tertuduh maupun terhadap saksi-saksi
terikat dengan beberapa ketentuan yang dimaksudkan sebagai pembatasan
terhadap kebebasannya dalam mencari kebenaran. Ketentuan pembatasan
kebebasan tersebut, adalah supaya jawaban-iawaban yang dikehendaki diperoleh
dengan cara jujur, tidak dengan cara tipu muslihat.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang luhur namun sangat berat, maka
hakim harus dibekali dengan ketangguhan moral, kaidah-kaidab penuntun dan
aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang
hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Fungsi dan persyaratan hakim

sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan dalam

suatu sengketa hukum atau perkara, harus direalisasikan dalam kenyataannya,

"R Achmad S Soemadipradja, Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Armico, Bandung,
1990, him_ |
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karena sebagaimana diketahui hakim itu merupakan benteng terkahir dalam

penegakan hukum dan kedilan dalam masyarakat.

C. Fungsi Dan Kedudukan Kejaksaan

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan di berbagai belahan dunia
hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu
negara. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi
penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaar. eksekutif
(pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Fasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping
melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek
represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata
usaha negara. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan,
pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan
agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Aspek  represif  melakukan penuntutan dalam perkara pidana.,
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara



tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS). -

Kedua aspek fungsi kejaksaan tersebut menjadi acuan dalam
pengorganisasian tugas-tugas operasional, berintegritas, dan disiplin. Menyangkut
keperdataan dan tata usaha negara sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara
atau pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1)
Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diiakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut
dipertegas dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 48 Tahun 209 tentang
Kekuasan Kehakiman menyatakan: Bahwa badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisan Negara Republik
Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur
dengan undang-undang”. selanjutnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan
bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang
Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara merdeka

Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak
terpisahkan.

[39)

‘wd



Mencermati isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 di atas,

dapat diindefikasi beberapa hal, yaitu:

—

Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan

2. Kejaksaan melakukan kekuasan (kewenangan) di bidang penuntutan dan
kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka

4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.'®

i

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana
kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan
dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Kemudian
penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara
merdeka™ dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnya. Serta penjelasan Pasal 2 ayat (3) menyatakan babwa yang
dimaksud dengan “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan™. adalah
landasan peiaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang
bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat
menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja
kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan
tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam
hal demikian. tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun

oleh jaksa pengganti.

"Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cir, him. 202
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Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa
pembaharuan  undang-undang tentang Kejaksaan  Republik  Indcnesia,
dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan
Republik Indonesia schagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasan
negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasan pihak manapun,
yakni yang dilaksaakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi
manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu
perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan
perubahan-perubahan tersebut.

Selanjutnya, schubungan dengan makna kekuasaan kejaksaan dalam
melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secra merdeka, penjelasan
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa
kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasan lainnya. Ketentuan ini
bertujuan melindungi profesi jaksa seperti yang digariskan dalam “Guidelines on
the Role of Procescutors dar: International Association of Prosecutors™.

Lebih jauh dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun
2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya undang-undang ini adalah

untuk pembaharuan kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga
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pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan negara di bidang
penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Dalam pengertian lain, kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya,
hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan
kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum,
keadilan, dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,
kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum
dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan kejaksaan sebagi suatu lembaga pemerintahan dikaitkan
dengan kewenangan kejaksaan melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan
secara merdeka, disini terdapat kontradiksi dalam pengaturaninya (dual
obligation). Dikatakan demikian, adalah mustahil kejaksaan dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan kejaksaan berada di
bawah kekuasaan eksekutif.

Kesimpulan ini diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai
pecmimpin dan penanggungjawab tertinggi daiam bidang penuntutan. adalah
sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab
kepada Presiden. Dalam konteks ilmu manajemen pemerintahan, Jaksa Agung
sebagai bawahan Presiden harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:'

1. Menjabrkan instruksi, petunjuk dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari
Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum

“Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 125



2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, da berbagai kebijakan Presiden yang
telah dijabarkan tersebut, dan

3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakn Presiden yang
sementara dan telah dilaksanakan.

Desikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden
diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut.
Yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk
menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban
kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan
ketidakmerdekaan kejaksaan melakukan fungsi, tugas, da wewenangnya.
Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemanfatan)
hukum yang menjadi cita hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan
hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegaia, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.

Bzrdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menempatkan
kejaksaan pada kedudukan yang abigu. Di satu sisi, kejaksaan dituntut
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secra merdeka, di sisi lain,
kejaksaan dipasung karena kedudukannya berada di bawah kekuasaan eksekutif.
Di sinilah ntara lai leta kelemahan pengatura undang-undang ini. Apabila
pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan
supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila kejaksaan tetap berada
dilingkungan eksekutif, asalkan kejaksaan diberdayakan dengan diberi

kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun proporsional.



D. Tugas dan Kewenangan Kejaksan

Wewenang adalah kak da kekuasan untuk melakukan sesuatu. Tanpa
wewenang maka segala sesuatu yang dilakukan penutut umum tidak mempunyai
landasan yang kuat. Maka agar tindakan yang dilakukan khusus dalam
melaksanakan dapat dianggap sah, penuntut umum harus diberi wewenang untuk
hal tersebut.

Menurut Max Weber, wewenang adalah: “Suatu hak yang telah ditetapkan
dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan
keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting dan untuk
menyelesaikan pertentangan-pertentangan”.”’

Untuk tugas utama tersebut, penuntut umum diberi tugas da wewenang
scbagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP. Dan dalam Pasal 14 KUHAP
ditentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Sedangkan
di dalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP, maka tugas utama
jaksa adalah: Jaksa adalah pejabat yang dieri wewenang oleh undang-
undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk
tugas utama terscbut, penuntut umum diberi tugas dan wewenang
sebagaimana diatur dalam Pasal 13 KUHAP. Penuntut umum adalah jaksa
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan
da melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan di dalam Pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut

umum, vaitu: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap

diapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya

dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili™.

*Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, him. 24
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E. Pemberian Putusan

Di dalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis

putusan pengadilan.

1.

2. Jenis putusan yang bersifat materii

Jenis putusan yang bersifat formil

21
.

Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan

putusan akhir, vaitu:

a.

Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk
memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring) Pasal 148 ayat (1)
KUHAP. Contohnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan
merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan
kewenangan pengadilan lain

Putusan vang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum
batal (nieiig verklaring van de acte van verwijzing) Pasal 156 ayat (1)
KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi
Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat
tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan

Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) Pasal 156 avat (1) KUHAP,
misalnya perkara diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, nebis in
idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht delict), penuntutan

seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP

"' Ansorie Sabuan. Dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197
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d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada
perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan
dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata,
misalnya dalam hal perkara perzinahan (overspel) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 284 KUHAP.

Sedangkan putusan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang
merupakan putusan akhir (eind vonnis), yaitu:

a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak)

Pasal 191 ayat (1) KUHAP

b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan
hukuman (ontslag van alle rechtsvervolging) Pasal 191 ayat (2) KUHAP
c. Futusn yang berisi suvatu pemidanaan (vervoordeling) Pasal 193 ayat (1)

KUHAP.”

Putusan bebas, berarti terdakwa diiatuhi putusan bebas atau dinyatakan
bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa
diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan
dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

Dalam kaitan keadaan seorang terdakwa diputus bebas. Untuk mengetahu:
dasar putusan yang berbentuk bebas, dapat dilihat ketentuan Pasal 191 ayat (1)
KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

- dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak

terbukti secara sah dan menyakinkan.

“Ibid, him. 198
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Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis yang dinilai oleh majelis
hakim yang bersangkutan:
a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
b. Tidak memenuhi asas batas minimum 1:)cmbuklian.23
Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1), maka putusan
pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang
berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum™.
Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut
onslag van recht vervolging, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2),
yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria:
- apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan
meyakinkan
- tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang
didakwakan tidak merupakan tindak pidana.”*
Dalam kaitannya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukumar,
Soedirjo mengemukakan:
Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal
yang menghapus pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri
maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu sebagaimana terdapat

dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Hal-hal yang menghapus pidana
dalam pasal-pasal ini bersifat umum.

“'M. Yahya Harahap, Op. Cit him. 327
“Ibid, him. 331
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Disamping itu terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus,
yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang
misalnya-Pasal 166 dan 310 ayat (3) KUHP.*

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,
menyatakan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan alasan peniadaan pidana
ialah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan

peristiwa pidana itu tidak dapat dipidana”.*®

Lebih lanjut dinyatakan oleh Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad,

sebagai berikut:

Alasan peniadaan pidana/strafuitsluitingsgraonden dalam KUHP terdiri

dalam bentuk:

Ontoerekeningsvatbaarheid, Pasal 44 KUHP
Overmacht. Pasal 48 KUHP

Noddweer, Pasal 49 KUHP

Weittelijke Voorschrift, Pasal 50 KUHP
Ambtelijke bevel, Pasal 51 KUHP.?’

L R S

Dan putusan akhir yang ketiga adalah putusan penjatuhan pidana yang
diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: “Jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.”®

“Soedirdjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademika Pressindo, Jakarta,
1995, him. 58

“*Mustafa Abdullah dan Ruban Achmad, [Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1986, him. 68
“Ibid, him. 69

K. Wantjik Saleh, Kahakiman Dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, him. 198
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Mengenai musyawarah yang dilakukan oleh hakim majelis harus
didasarkan atas surat dakwaan dan segale sesuatu yang terbukti dalam
persidangan (Pasal 182 ayat (5) KUHAP, dalam musyawarah itu hakim ketua
majelis mengejaukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim
yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim
ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, mengenai
pengambilan keputusan sebagai berikut:

Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil
permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. putusan diambil dengan suara terbanyak

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan
yang dipili adalah pendapat hakim vyang paling menguntungkan
bagi terdakwa.

Setelah putusan diambil, maka dituangkanlab putusan tersebut dalam suatu
keputusan. Untuk sahnya svatu surat putusan haruslah dipenuhi ketentuan sebagai

mana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a ampai huruf 1 KUHAP.



BAB. ITI

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan
Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Putusan pengadilan merupakan out put dari suatu proses perdilan di
sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan
terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika pembuktian selesai oleh hakim, maka
tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat di ketahui berdasarkan
Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahw putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadiian terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal
serta mcnurut cara yang diatur dalm undang-undang hukum acara pidana.
Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat
digolongkan dalam tiga macam, yaitu:
a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang
dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan.

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasa 191 ayat (1) KUHAP yaitu

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan
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terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah
da menyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.

Dakwaan tidak terbukti berarti apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183
KUHAP tidak dipenuhi yaitu karena:

a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disebut
oleh Pasal 184 KUHAP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja
tanpa diteguhkan dengan bukti lain

b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, aka tetapi hakim idak
mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat
dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan
terdakwa

c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak nidana
benar-benar terjadi da tgerdakwalah yang bersalah melakukannya™.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan
kepada ita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu
adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan
tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan,
bahwa suatu tinda pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana tersebut. sebaliknya keyakinan pada hakimsaja tidak



cukup, apabila keyakinan terseut tidak telah ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa
yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu
juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan,
misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri
maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayai (3) kuhap).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum
adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui
pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat
(2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadiian berpendapat bahwa perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan™.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal
yang menghapuskan pidana baik vang menyangkut perbuatnnya sendiri maupun
yang menyangkut diri pelaku perbuata itu, misalnya terdapat pada:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya

8]

Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (overmacht)

3. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri (noodweer)

o

Pasal 50 KUHP melakukn perintah yang diberikan oleh atasa yang sah.
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Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal
tersebut, oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu
dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus, yang
diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal
166 dan 310 ayat (3) KUHP.

Dengan demikian terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal
baik yang mengatur ha-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun
bersifat umum seperti tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggung
Jawabkan, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.
¢. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu
pidana kepada terdakwa karenaperbuatan yang didawakan terbukti secara sah dan
menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan vang didakwakan
itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP berbunyi: “Jika
pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tinda pidana yang
didakwakan kepadanya. maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat
bukti dan hakim vakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti
yang ada dan dengan adanya dua alat bukti da keyakinan hakim ini, berarti pula
syarat untuk menjatuhkan pidana teah terpenubhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung
pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan terdakwa. Dan apabila terdakwanya masih belum mencapai
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16 tahun pada waktu dilakukan tinda pidana, maka hakim dapat mempergunakan
Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan yakri menjatuhkan
pidana menyerakan kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau menyerahkan
kembali terdakwa kepada orang tuanva, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana
apapun.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan
dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam
Pasal 10 KUHP yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam
pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, maka
wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya.
Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan
yang mengandung penghukuman dimana terdakwa merasa puas, dapat
mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu baik terdakwa
maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum, apabila
keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang mermuaskan. >

Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula jenis putusan
pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan
pada persidangan terbuka untuk umum sebagaimana disebut dalam Pasal 195
KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum?™,

Dengan demikian putusan-putusan seperti itulah yang menurut ketentuan

Pasal 195 KUHAP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum, agar putusan-

putusan terseut dapat dipadang sebagai putusan yang sah dan mempunyai

“Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kals | A Palembang,
Pada Tanggal. 2 Pebruari 2015



kekuatan hukum. Sebaliknya bila keputusan tersebut tida diucapkan di sidang
terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal
demi hukum, dengan demikian menjadi tidak sah dan tidak mempuryai kekuatan
hukum.

Selain itu pengambilan putusan harus diamnbil dengan melalui musyawarah
bila hakim terdiri dari hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini
maka A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan. “Suatu hal yaug harus diingat,
bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh
melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang
menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilarl”.3 .

Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (5} KUHAP daam musyawarah tersebut
hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai
dengan hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terkahir sekali memberikan
pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan aisan-alasannya.
Dalam ayat berikutnya ayat (6) ditentukan bahwa semua hasi! musyawarah harus
didasarkan permufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tidak dapat tercapai maka ditempuh dua cara, yaitu:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka ciambil pendapat hakim yang
menguntungkan terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) tersebut adalah sangat menguntungkan

terdakwa, karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat

3 , . . .
“A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana

Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 45
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dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan
perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara, sementara
hakim lainnya berpendapat beda yakni bahwa bahwa terdakwa tidak terbukti
melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus
dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak
memberikan pendapatnya alias abstain, maka bila terjadi demikian maka putusan
yang dijatuhkan kepada terdakwa pastiiah putusan berupa pembebasan dari
tuduhan.

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa
yvang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannva, khusus
putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan
bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan
pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non
yuridis. Untuk mengetahui apa dan bagaimana sesungguhnya pertimbangan
hakim.

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai
putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari
segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang
bersifat non yuridis.

1. Pertibangan yang bersifat yuridis

Meskipun telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, namun perlu

ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah

pertimbangan hakim vang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap
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dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang
harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimakaudkan
tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum keterangan terdakwa
dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan
lain sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang
termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun
karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut
terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadiian, maka dapatlah
disebutkan dan  digolongkan sebagai pertimbangan yuridis. Adapaun
pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara
sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidna karena berdasarkan itulah
pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas
terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut
waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang
dapat disusun tunggal, apabila seorang 1au labih melakukan satu perbuatan saja,
misalnya pencurian (biasa) pada pasal 362 KUHP. Namun kalau orang tersebut
selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib
dalam hal ini dakwaan disusun secara kualitatif artinya terdakwa didakwa dua

macam pidana (delik) sekaligus yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api



tanpa izin. Oleh karena itu maka dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai
dakwaan 1, 11, III dan seterusnya.

Keseluruhan responden (putusan) itu menyebutkan dakwaan penuntut
umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan
putuisan senantiasa menjadikan srat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan,
hal mana terbukti terdapat 100 % dari jumlah putusan memuat dakwaan terseut.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP, Pasa 184 butir e, digolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adaleh apa yang dinyatakan terdakwa di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami
sendiri.

Dalam prakick keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk
pengakuan dan penolakan. baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan
penuntut umurm dan keterangan yang disampaikan cleh para saksi. Keterangan
terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan
oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.
¢. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan
putusan adalah keterangan saksi. Kcterangan saksi dapat dikatagorikan sebagai
alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam

sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
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Keterangan saksi nampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu
dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Adalah hal yang wajar bila hakim
mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan
terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
d. Barang-barang bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan, akan menambah
keyakinan hakim dalam: menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa, seudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang
bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam
menjatuhkan putusan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yangdipertimbangkan
oleh hakim cukup bervaiiasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan
terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan, barang buktinya adalah berupa
pisau, kayu, baju yang digunakan terdakwa maupun korban.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah
pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan
terungkap dalam surat dakwaan jansa penuntut umum, yang diformulasikan
secbagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal
tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam prektek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan

hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti
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tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang
dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan
terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti
menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuata seperti yang
diatur dalam pasal hukum pidana.

2. Pertimbangan yang bersifat non vuridis

a. Latar belakang perbuaicn terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan
yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa
dalam melakukan tindak pidana criminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan
contoh yang menjadi latar belakang kejahatan.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang
miskin berbuat kejahatan, melainkan juga bagi mercka vang kaya. Sistem dan
pertumbuhan ekonomi saat ini, banyak menawarkan produk-preduk mewah dan
mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usahz
memiliki itulah kadang-kadang cara-cara yang bertentangan dengan hukum
misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundypan, suap, penyalahgunaan kekuasaan
dan lain sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan, nampaknya
latar belakang perbuatan terdakwa tidak semuanya bahkan sebagian besar tidak

dimuat dalam pertimbangan putusan.



42

b. Akibat perbuatan terdakwa
- Dapat dikatakan bahwa sebagian dari putusan hakim mempertimbangkan
tentang akibat perbuatan terdakwa, sementara sebagaian dari putusan itu tidak
mempertimbangkannya.
c¢. Kondisi diri terdakwa
Yang dimaksud kondisi diri terdakwa adlah keadaan fisik maupun psykhis
terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk staus sosial yang melakat pada

dirinya.”!

B. Sanksi Yang Dapat DRikenzkan Terhadap Hakim Yang Menjatuhkan
Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Kualitas seorang hakim dalam memberikan vonis suatu perkara memiliki
pengaruh yangb dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan untuk
mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia disamping dukungan dari aparat
penegak hukum yang lain. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan
senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan
mora! dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan
bagi masyarakat banyak.

Pedoman mengenai perilaku hakim telah tertuang di dalam Kode Etik
Profesi Hakim. Pedomen tingkah laku (code of conduct) hakim ialah penjabaran
dari kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik

dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran

'Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas | A Palembang,
Pada Tanggal 2 Pebruari 2015



maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat
memberikan contoh dan suri tauladar dalam kepatuhan dan ketaatan kepada
hukum.

Dengan berpegang teguh terhadap kode etik profesi hakim tersebut,
diharapkan nantinya hakim dapat mengangkat citra dan wibawanya dan perilaku
dalam memberikan keadilan dar kepastian serta perlindungan hukum yang
dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan harapan yang sangat besar
kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas dan profesionalisme karena
tindakan dan tingkah laku menunjukan ketidak berpihakan, memiliki integritas
moral, serta pada kemampuannya memberikan putusan yang baik.

Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak.
memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang
bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim tierhadap pihak yang
bersangkutan. Hakim dituntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai
rmulut undang-undang, tidak boleh hanya legal justice tetapi harus social justice
dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu
menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu kode etik profesi sangat penting karena ode etik memiliki tiga
fungsi yaitu sebagai sarana control sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak
lain dan sebagai pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian
dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman
untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu

sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan
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masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum
terutama profesi hakim.

Jika hakim dala memberikan putusannya terjadi kesalahan penafsiran,
maka apabila hal itu melanggar kode etik profesi hakim, maka sanksinya terdapat
pada Bab V panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang
isinya adalah:

Sarksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat.

1. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan
tidak puas secara tertulis
2. Sanksi sedang terdiri dari:
a. penundaan gaji berkala selama satu tahun

b. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama
satu tahun

c. penundaan kenaikan pengkat selama satu tahun
d. hakim non palu paling lama enam bulan
e. mutasi ke pengadilan lain dengan klas lebih rendah
f. pembatalan atau penangguhan promosi
3. Sanksi berat terdiri dari:
a. pembebasan dari jabatan
b. hakim non palu lebib dari enam bulan atau paling lama dua tahun
¢. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah

paling lama tiga tahun
d. Pemberhentian tetep dengan hak pensiun
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.*
Jika hakim dalam memberikan putusannya terjadi kesalahan penafsiran,
maka ia tergolong ke dalam pelanggaran ringan dan sanksinya bisa berupa hakim

non palu (tidak diberi perkara) karcna kesalahannya itu masih termasuk

pelanggara ringan.

Zperaturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial
Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan
Penegakan Kode Ftik dan Pedoman Perilaku Hakim



BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut
pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran
sebagai berikut:

A. Kesimpulan
1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan dari
tuntutan jaksa penuntut umum adalah:
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis:
1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Keterangan terdakwa
3. Keterangan saksi
4. Barang bukti
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana
b. Pertimbangan vang bersifat non vuridis:
1. Latar belakang perbuatan terdakwa
2. Akibat perbuatan terdakwa
3. Kondisi diri terdakwa.
2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang memberikan vonis
lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah: Dapat berupa

sanksi ringar, sanksi sedang, dan sanksi berat.

45
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a. Sanksi ringan terdiri deri teguran lisan, teguran tertulis dan
pernyataan tidak puas secar tertulis
b. Sanksi sedang terdiri dari:
- penundaan gaji berkala selama satu tahun
- penurunan gaji sebesar satu kali kenakikan gaji berkala paling
lama satu tahun
- penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
- hakim non palu paling iama eam bulan
- mutasi ke pengadilan lain dengan klas rebih rendah
- pembatalan atau: penangguhan promosi
c. Sanksi berat terdiri dari:
- pembebasan dari jabatan
- hakim non palu lebih dari enam bulan atau paling lama dua tahun
- penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah
paling lama tiga tahun
- pemberhentian tetap dengan hak pensiun

- pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran-saran
1. Hendaknya pemeriksaan terhadap hakim dilakukan secara berkala, tidak
saja karena hakim wmelakukan pelanggaran, hal ini diharapkan agar
perilaku hakim dapat lebih dikontrol, dan pada gilirannya dapat mencegah

terjadinya pelanggaran tersebut.
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2. Hendaknya terhadap sectiap putusan hakim dilakukan kajian secara
akademik, hal ini-untuk menghindari terjadinya putusan yang tidak sesuai
dengan kesalahan terdakwa (putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa

penuntut umum), agar keadilan dan kepastian hukum dapat ditegakan.
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